
 

WALIKOTA YOGYAKARTA 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN WALIKOTA  YOGYAKARTA 
 

NOMOR 29 TAHUN 2015 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 

 NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 

 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAAN DAN PERKOTAAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu melakukan perubahan 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 
Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan 

dan Perkotaan;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah,  Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
859); 

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 

 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3984); 



  

 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317); 

 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 

 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3696); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); 

  



  

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153); 

 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 Tanggal 
25 Januari 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 
Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 28); 

 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang 

Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 415); 

 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 
Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12 Seri C); 

 19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 48 Seri D); 

 

 

20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D); 

 21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011  Nomor 2); 

 22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83   Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Berita  Daerah Kota Yogyakarta 
Tahun 2011  Nomor 83); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA 
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAAN DAN PERKOTAAN ; 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita  Daerah 
Kota Yogyakarta Tahun 2011  Nomor 83) diubah  sebagai berikut : 



 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 6 

 

(1) PBB-P2 yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Tempat Pembayaran 
yang ditunjuk berdasar SPPT, SKPD dan STPD.  

(2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 
Perjanjian Kerjasama.  

(3) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :  

a. Tempat pembayaran yang dapat mencetak SSPD;  

 

b. Tempat pembayaran yang menerbitkan resi/struk sebagai bukti 
pembayaran yang sah. 

 

 

  

(4) Bentuk dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini.  

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini  mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.  

 

Ditetapkan di Yogyakarta  

pada tanggal 19 Juni 2015 

WALIKOTA YOGYAKARTA,  

  

               ttd 

 

    HARYADI SUYUTI 

Diundangkan di Yogyakarta  

pada tanggal 19 Juni 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA  

 

ttd 

 

TITIK SULASTRI 

 

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015  NOMOR 29 

 

 


